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K ebebasan berpendapat yang selamaini ditekan secararepresif telah menemukan jalannya, sejak lengsernya
Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden Repblik Indonesia padatanggal 21 Mei 1998. Pers
bebas memberitakan segala kejadian, baik pemberitaan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan
pejabat, maupun pemberitaan kekerasan oleh aparat. Persoalannya adalah, apakah kebebasan pers tersebut
telah diikuti dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain serta melengkapi
pemberitaannyaitu dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti akurat yang menjadi syarat utama kerja
jurnalistik. Tujuannya adalah agar kebebasan pers tidak melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak
bersalah. Terdapat 4 (empat) teori pers dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, yaitu
Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Pers Komunis.
Teori Pers Otoritarian, menyatakan bahwa kebebasan pers sepenuhnya bertujuan untuk mendukung
pemerintah yang bersifat otoriter, sehingga pemerintah langsung menguasai, dan mengendalikan seluruh
media massa. Teori Pers Libertarian, menyatakan bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya
untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Pers dipersepsikan sebagai
kebebasan tanpa batas, artinya kritik dan komentar pers dapat dilakukan pada siapa sgja. Teori Pers
Tanggung Jawab Sosial menyatakan, bahwa kebebasan persitu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan
hati nurani insan pers. Prinsip dasar kebebasan pers harus disertai dengan kewajibankewajiban, antaralain
untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Teori Pers Komunis menyatakan, bahwa pers merupakan alat
pemerintah dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah. Bedasarkan
hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan studi kasus pemberitaan
Majalah Mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul berita"AdaTomy di "Tenabang'?', dan Surat
Kabar Harian Jawa Pos Surabaya tanggal 6 Mei 2000 dengan judul berita"Indikasi KKN yang
Menyudutkan Gus dur", ditemukan bahwa di dalarn menjalankan kebebasan pers, Mg alah Tempo dan surat
kabar Jawa Pos telah menjalankan kebebasan pers yang mengarah kepada teori pers libertarian, meskipun
jugaterlihat untuk menjalankan kebebasan pers berdasarkan teori pers tanggung jawab sosial. Pemberitaan
tersebut telah membuat subyek berita Tempo (Tomy Winata) merasa terancam jiwanya, tercemar nama
baiknya, dan terganggu bisnisnya, sehingga pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 29 ayat
dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, dan hak atas rasa aman
dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Begitu pula berita Jawa Pos yang
memberitakan KH. Hasyim Muzadi telah menerima snap dari Y ayasan Bulog, padahal berita yang dikutip
dari Mgjalah Tempo edisi 1-7 Mei 2000 adalah berita yang telah diralat serta telah dimintakan maaf kepada
KH. Hasyim Muzadi, sehinggatidak sesuai dengan maksud pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39
Tabun 1999 yang mengatur perlindungan hak atas kehormatan dan martabat manusia. Reaksi yang
diperlihatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pegawai Tomy Winata dan NU-GP Ansor Kodya


http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=98559

Surabaya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Majalah Tempo dan Surat Kabar Jawa seharusnya
dapat dihindarkan karena telah disediakan ruang bagi penyelesaian atas pemberitaan yang pers yang dinilai
tidak benar, yaitu melalui hak jawab, Dewan Pers, dan jalur hukum, serta Komnas HAM bilaterjadi
pelanggaran HAM. Pers hendaknya dapat 1ebih mengembangkan antara kebebasan dan tanggung jawab,
yang harus dapat mengupayakan berita fakta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers dan
Kode Etik Wartawan, dan kesalahan pemberitaan segera dilayani dengan pemenuhan hak jawab, dan
koreksi.



